
 

    



  



  
 

 

 

 

 



NOTULEN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN  

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026  

A. Waktu dan Tempat  

• Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2026  

a. Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lt.1  

b. Agenda : Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang 

Dikecualikan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.  

B. Dasar Pelaksanaan  

Pengujian konsekuensi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.14.4.3/18 Tahun 2026 tentang Klasifikasi 

Informasi yang Dikecualikan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.  

C. Peserta  

• Andi Susmono, ST., MM – Ketua PPID Pelaksana  

• Mashuri – Pranata Humas Ahli Muda  

• Eny Kustiningsih, SH., M.Si – Analis Hukum Ahli Muda  

• Endro Hudiyono, AP., SH., MM., MH – Sekretaris PPID  

• Aldamarsyah Gema Adzan, S.STP., M.Si – Wakil Sekretaris PPID  

• Nandaru Kelono Bawono, S.Kom – Bidang Pelayanan Informasi  

• Anginda Putudisa, S.STP – Bidang Dokumen dan Arsip  

D. Hasil Pembahasan  

1. Hasil Rapat DPRD yang Dinyatakan Tertutup Dasar 

Hukum:  

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf 

a dan i.  

Pertimbangan:  

Apabila dibuka dapat menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.  

Berpotensi mengganggu proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang 

terlalu dini.  

Keputusan:  



Informasi dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.  

Dapat dibuka apabila:  

Proses pembahasan telah selesai;  

• Telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna;  

• Untuk rapat internal setelah memperoleh izin pimpinan.  

  

• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan b.  

• UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

Pertimbangan:  

• Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.  

• Perlu menjaga objektivitas proses penilaian dan perlindungan usaha peserta.  

• Keputusan:  

• Informasi dikecualikan selama proses pengadaan berlangsung.  

• Dapat dibuka apabila:  

• Diminta oleh aparat penegak hukum;  

• Diminta oleh instansi berwenang untuk pemeriksaan;  

• Setelah proses pemilihan penyedia selesai dan melalui proses audit. 3. 

Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dasar Hukum:  

• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.  

Pertimbangan:  

• Pengungkapan prematur dapat menghambat keberhasilan kebijakan 

pengadaan.  

• Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.  

• Perlu menjaga efisiensi anggaran dan objektivitas penilaian.  

Keputusan:  

• Informasi HPS dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.  

• Dapat dibuka apabila:  

• Diminta oleh aparat penegak hukum;  

• Diminta oleh instansi berwenang untuk pemeriksaan; • Setelah penetapan 

pemenang penyedia barang/jasa.  

 



E. Kesimpulan  

Tim Pengujian Konsekuensi menyepakati bahwa ketiga jenis informasi 

tersebut memenuhi kriteria sebagai Informasi yang Dikecualikan karena apabila 

dibuka dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan, menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat, serta berpotensi membocorkan informasi yang 

bersifat rahasia. Namun demikian, informasi tersebut dapat dibuka dalam kondisi 

tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

F. Penutup  

Pengujian konsekuensi dilaksanakan secara seksama dan penuh ketelitian 

sebagai dasar penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan 

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pengujian, disepakati 

bahwa informasi yang telah diuji tetap dikategorikan sebagai informasi yang 

dikecualikan dengan batasan dan jangka waktu tertentu sesuai hasil pengujian 

konsekuensi. Berdasarkan dokumen Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 400.14.4.3/18 Tahun 2026.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

    



   

  



 

    

    



 
 

  


